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PERJANJIAN KER.IA SAMA

ANTARA
PT BANKTABUNGAN NEGARA (PERSERO} TbK

DAN
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

TENTANG
LAYANAN INFORMASI DAN PEMBAYARAN PAJAK DAERAH YANG

TERINTEGRASI DENGAN JARINGAN LAYANAN SISTEM PERBANKAN
SECARA ELEKTROMK

NOMOR: 84/PKS.BTN/TPI.fii / xI I 2025
NOMOR: 1O03/PKS-BAPENDA/XII 2025

Pada hari ini Kamis taaggal Enam bulan November Tahun Dua Ribu Dua
Puluh Lima (06- 1l-2025), bertempat di Tanjungpinang, kami yang bertarda
tangan dibawah ini:

I, NOOR RIDIO KepaLa Kantor Wilyah Sumatera PT Bank
Tabungan Negara (Persero) Tbk bertindal<
bertindak dalam jabatannya tersebut
berdasarkan Surat Kuasa Nomor
S0/KUASA/DIR / 2025, dengan demikian sah
dan berwenang bertindak untuk dan atas
nama PT. Bank Tabungan Negara (Persero)
Tbk sesuai dengan Dasar yang
telah mengal,ami beberapa kali perubahan
sebagaimana terakht diubah berdasarkan
Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum
Pemegang Saham Tahunan nomor 47 tang€La)
26 Maret 2O25 yang dibuat oleh Ashoya
Ratam, SH., M.Kn Notaris di Jal<arta Selatan
yang telah mendapa.tkan penerimaan
pemberitahuannya dari Menteri Hukum
Republik Indonesia berdasarkan Surat
Penerimaan Pemberitahuan Perubahan



II. ABDULLAH

Anggaran Dasar nomor AHU-AH.01.03-
0111636 tanggal 24 April 2025, yang
berkedudukan di Jakarta dan berkantor
pusat di Jalaa Gajah Mada No. 1, Jakarta
10130 untuk selanjutnya disebut PIHAK
KESATU.
Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi
Kepulauan Riau yang berkedudukan di Kota
Batam dart beralamat di Jalan Raja Isa No. 8,
Batam Centre, berdasarkan Surat Kuasa
Gubemur Kepulauan Riau Nomor:
B / loo.2.2 / 1060. 1/ B.PEMDA-SET/202 s
tanggal 6 November 2O25, dalart hal ini
bertindak untuk dan atas nama Badan
Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau
untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama
disebut sebagai PARA PIHAK, dan secara masing-masing disebut PIHAK.

PARA PIHAK dengan ini terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

Bahwa PIHAK KESATU adalah Badan Usaha Milik Negara yang
kegiatan usahanya menyediakan produk dan layanan Jasa Perbankan
sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
Bahwa PIHAK KEDUA adalah Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan
Riau yang meliaksanakan pengelolaan penerimaan Pajak Daerah di
Provinsi Kepulauan Riau;
Bahwa PIIIAK KEDUA bermaksud menggunakan layanan Jasa
Perbankan yang dimiliki oleh PIHAK KESATU dalam rangka
penerimaan Pembayaran Pajak Daerah di Provinsi Kepulauan Riau dan
selaqjutnya PIHAK KESATU akan melimpahkan hasil penerimaan
tersebut ke Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

Pe{'anjian Ke4'a Sama ini dilaksanakan dengan berdasarkan kepada:

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (kmbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, tambahan
Iembararr Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang
Pengembangan dan Penguatan Seldor Keuangan (kmbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2O23 Nomor 4, Tambahan Iembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6845);
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2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi
Kepulauan Riau (Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002
Nomor 111, Tambahan Iembaran Negara Republik Indonesia Nomor
a2371;

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara
Publik (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lrmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor
42861;

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara
(kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 5,
Tambahan lrmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 20O4 Nomor
43ss);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik (kmbaran Negara Tahun 2008 Nomor 58,
Tambahan lembaran Negara Nomor 4843) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor I Tahun 2O24 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik (Inmbaran Negara Republik Indonesia Tahun
2024 Nomor 1, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6905);

6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi
Publik (Ircmbaran Negara Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4846);

7. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112,
Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
5038);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) dan
telah beberapa kali dilakukan perubahan sebagaimana terakhir diubah
dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentarg Perubahan
Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 58, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5533);

9. Undang-Undang Nomor I Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan
Pemerintah Pusat dan Daerah (l.embaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6757);

10. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2O22 tentang Pelindungan Data
Pribadi (L,embaran Negara Republik Indonesia Tahlur:. 2O22 Nomor 196,



Tarnbahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6820);
11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2O23 tentang penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang {Perppu) Nomor 2 Tahun 2O22

tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun
2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah l^ain dan
Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik
Indonesia Tahu 2020 Nomor 371);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun
2020 tentang Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah fBerita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

14. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Indonesia Nomor 910/1867 ISJ
tentang Implementasi Transaksi Non Tunai pada Pemerintah Daerah
Kabupa.ten/Kota.

Berdasarkan hal tersebut, PARA PIHAK sepakat membuat dan
menandatangani Perjanjian Kerja Sama tentang [,ayanan Informasi dan
Pembayaran Pajak Daerah yang Terintegrasi dengan Jaringan l,ayanan
Sistem Perbankan secara Elektronik yang selanjutnya disebut "Perjanjian
Kerja Sama", dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

KETENTUAN UMUM

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dimaksud dengan:
1. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib

kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang
bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak
mendapa.tkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk
keperluan Daerah bagi sebesar-besamya kemakmuran ralryat.

2. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapa.t dikenai
Pajak.

3. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar
pajak, pemotonC pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak
dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan Peraturan
Perundang-undangan.

4. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah
Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.

5. Kendaraan Bermotor adaLah semua kendaraan beroda beserta
gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat atau
kendaraan yang dioperasikan di air yang digeralkan oleh peralatan



teknik berupa. motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk
mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak
kendaraan bermotor yang bersangkutan.

6. Pajak Alat Berat yang disingkat PAB adalah Pajak atas kepemilikan
dan/atau penguasaan alat berat.

7. Alat Berat adalah alat yang diciptakan untuk membantu peke{aan
konstruksi dan pekerjaan teknik sipil lainnya yang sifatrrya berat
apabila dike{a}an oleh tenaga manusia, beroperasi menggunakan
motor dengan atau tanpa roda, tidak melekat secara permanen serta
beroperasi pada area tertentu, termasuk tetapi tidak terbatas pada
area konstruksi, perkebunan, kehutanan, dan pertambangan.

8. Pajak Air Permukaan yang selanjutnya disingkat PAP adalah Pajak atas
pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.

9. Air Permukaan adal,ah semua air yang terdapat pada permukaan
tanah.

10. Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut pers€ntase tertentu.
11. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutrya disebut Opsen PKB

adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupa.ten/kota atas pokok PKB
sesuai dengarr ketentuarr Peraturan Perundang-undangan.

12. Giro adalah produk simpanan yang dapat digunakan sebagai sarana
Pembayaran dan penarikannya dapat rlilakukal setiap saat dengan
menggunakan Cek, Bilyet Giro, surat perintah penyediaan dana (SP2D)
atau sarara Pembayaran Lainnya.

13. Layanan Pembayaran adalah Layalan Perbankan yang saat ini
disediakan oleh PIHAK KESATU, yaitu Pembayaran melalui
pembayaran secara elektronik melalui ORIS dan E-Clunnel atan
layanan lainnya.

14. E-Samsat Kepri adalah sebuah Aplikasi yang dikembangkan dan
dikelola oleh PIHAK KEDUA yang memanfaatkan smor@lnne darr
uebsite resmi pemerintah daerah sebagai media untuk memberikan
inforrnasi dan Pembayaran secara onlrne.

15. SIBIJAK atau Sistem Informasi Bijak Bayar Pajak Alat Berat adal,ah
Aplikasi pembayaran Pajak Alat Berat yang dikenakan atas
kepemilikan dan/atau penguasaan alat berat yang beroperasi pada
area tertentu, termasuk tetapi tidak terbatas pada area konstruksi,
perkebunan, kehutanan, dan pertambangan.

16. SIPINTER atau Sistem Pajak Air Permukaan Terpadu adalah Aplikasi
pembayaran Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan semua air
yang terdapat pa.da permukaan tanah.

17. Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan yang
selanjutnya disingkat SWDKLIJ adalah sumbangan tahunan yang
wajib dibayar oleh pemilik ranmor sebagai dana untuk pertanggungan
wajib kecelakaan lalu lintas jalan.



18. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang seLanjutnya disingkat NPWPD
adalah nomor yang diberikan kepa.da wajib pajak sebagai sarana dalam
administrasi perpajakan yang dipergunaler sebagai tanda pengenal
diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanalan hak dan kewajiban
perpajakannya.

19. Kode Bayar adalah kode transaksi yang diterbitkan dari Aplikasi
kepa.da wajib Pajak yang akan dipergunakan untuk melakukan
transaksi di l,ayanan Pembayaran PIHAK KESATU.

20. Pembayaran adalah Transaksi Pembayaran Pajak Daerah yang Sah
yang dilakukan oleh Wqjib Pajak.

21. Bukti Pembayaran adalah suatu bukti Pembayaran yang dikeluarkan
oleh Layanan Pembayaran berupa slip setoran, resi, struk dan lainnya
yang digunakan sebagai alat bulrti transaksi Pembayaran.

22. Rekening Operasional Sementara adalah rekening khusus yang dibuka
untuk menampung dan menyalurkan dana dalam jangka waktu
tertentu sebelum masuk ke rekening akhir.

23. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disebut RKUD adalah
rekening tempat penyimpanan uang daerah Pemerintah Provinsi
Keputrauan Riau yang ditunjuk oleh Gubernur Provinsi Kepulauan Riau
untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh
pengeluaran Provinsi Kepulauan Riau.

24. Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa PIHAK KESATU dalam
transaksi Pembayaran secara online melalui Aplikasi.

25. E-Channel adalah Layanan Perbankan secara elektronik melalui
Clwnnel Perbankan antara lain ATM, EDC, Mobile Banking, Cash
Management SAstem, Fintech dan/atau Layanan lain yang akan
dikembangkan oleh PIHAK KESATU'

26. ORIS adalah Quick Response Code Indonesian Standard yang
merupa.kan standar Pembayaran QR Code yang dapat di
scon/dikenali/dibaca oleh Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran di
Indonesia yang dalam hal ini digunakan juga untuk Pembayaran Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah.
27. E4ommere adalah setiap orang atau badan hukum atau badan

usaha/ lembaga lainnya yang menyediakan Layanan pembelian'
penjualan, Pembayaran dan pemasaran barang maupun jasa yang

dilakukan secara elektronik melalui jaringan komputer dan/atau
internet.

28. Bukti Pelimpahan adal,ah dokumen yang digunakan sebagai tanda
bukti telah dilakukannya pelimpahan atas dana Pembayaran.

29. Hari Kerja adalah hari Senin sampai Jumat sesuai layanan
operasional Bank dan perbankan di Indonesia pa.da umumnya diluar
hari libur resmi yang ditetapkan oleh pemerintah dan hari bank tidak
buka untuk umum (non banking dag/ sesuai dengan ketentuan Bank



Indonesia dan/atau Otoritas Jasa Keuangan.
30. Hari Kalender adalah hari dalarn I (satu) tahun sesuai dengan

kalender tanpa. kecuali termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur
nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh Pemerintah.

3 1. Rekonsiliasi adalah proses lrncocokan data untuk memastikan
kesesuaian dan akurasi atas data pembayaran.

32. Seruer Standbg adalah Layanan Seruer yarrg tersedia dan dapat di
akses dalam waktu 7flA jam.

33. Surat Ketetapan Pajak Daerah untuk selanjutnya disingkat SKPD
adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah
pokok Pajak yang terutang.

34. Person In Ctnrge untuk selanjutnya disingkat PIC adalah seseorang
yang diberikan tugas oleh masing-masing PIHAK untuk
bertanggungiawab dalam menangani tugas tertentu dan dianggap
berkompeten dalam menarrgani tugas tersebut.

35. Applidion Prcqamming Interfare yang selanjutnya disebut API adalah
sekumpulan aturan, protokol, dan alat yang memungkinkan dua
aplikasi perangkat lunak untuk berkomunikasi dan saling bertukar
data satu sama liain.

36. Open,API adalah API ya,ng digunakan secara terbuka yang aksesnya
diberikan berdasarkan perjanjian kerja sama antara penyedia layanan
(dhi. PIHAK KESATU) dan pengguna layanan (dhi. PIHAK KEDUA)
dengan memperhatikan aspek keamanan jaringan dan sistem yang
layanannya digunakan untuk melalukan aktivitas perbankan secara
integrasi.

37. Virfinl A@unt adalah nomor identifikasi yang disediakan PIHAK
KESATU untuk kepentingan PIHAK KEDUA yang memuat nomor
identifikasi terhadap wajib pajak, jenis pajak, tahun pajak dan nominal
pajak.

38. Audit Trail adalah jejak audit yalori hasil dari sistem pengamanan
proses elektronik yang mencatat dan melacak alftivitas Subyek Data
Pribadi dalam satu waktu yang digunakan untuk menjamin bahwa
semua kronologis atau kegiatan dapat terekam dengan baik.

39. Data Pribadi adalah data tentang orang perseorangan yang
teridentifikasi atau dapat diidentifikasi terhadap peserta sebagai subjek
data pribadi, secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi
lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem
elektronik atau non elektronik sebagaimana diatur dal,am Peraturan
Pelindungan Data Pribadi.

40. Pemrosesan Data Pribadi adalah tindakan memperoleh,
mengumpulkan, mengolah (termasuk mengelola, mentabulasi,
menggabungkan, mengkonsolidasikan) dan/atau menganalisa,
menyimpan, memperbaiki atau melakukan pemba-haruan,



menampilkan, mengumumkan, mentransfer, menyebarluaskan, atau
mengungkapkan; darr atau menghapuskan serta memusnahkan Data
Pribadi.

Pasal 2
MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai dasar pelaksanaan
bagi PARA PIHAK dalam meningkatkan pelayanan PIHAK KEDUA
kepa.da Wajib Pajak melalui Layanan Informasi dan Pembayaran Pajak
Daerah yang Terintegrasi dengal Jaringan Layanan Sistem Perbankan
PIHAK KESATU secara Elektronik.

(2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah terlaksananya pel,ayanan
Pembayaran sebagaimana pada ayat (1) Pasal ini yang dilakukan
melalui sinergr, kompetensi, progr€rm dan kegiatan PARA PIHAK dengan
menerapkan prinsip-prinsip saling mendukung, melengkapi dan
menguntungkan PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan Peraturan
Perundang-undangan.

Pasal 3
OBJEK

Objek Perjanjian Kerja Sama adalah Iayanan Informasi dan Pembayaran
Pajak Daerah yang Terintegxasi dengan Jaringan layanan Sistem
Perbankan secara Elektronik.

Pasal 4
RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Perjanjian Ke{a Sama ini adalah:
(1) Pembayaran Pajak Daerah milik PIHAK KEDUA melalui Aplikasi E

Samsat Kepri untuk Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Aplikasi
SIBIJAK untuk Pajak Alat Berat (PAB) dan Aplikasi SIPINTER untuk
Pajak Air Permukaan (PAP) dengan Layanan Pembayaran PIHAK
KESATU.

(2) Dalam mendukung pelaksanaan penerimaan Pembayaran secara
Elektmnik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasat ini, PARA PIHAK
akan mempergunakan teknologi lir:,st to host menggunakan Appliation
hogmmming hlerfae (API) agar PIHAK KEDUA dapat memanfaatkan
layanan VilfitaI Awurtyang disediakan PIHAK KESATU.

(3) Sosialisasi Iayanan PARA PIHAK secara bersama-sama dan/atau
sendtri-sendiri melaksanakan kegiatan publikasi antara liain meliputi
advertensi, promosi, sosialisasi dan edukasi tentang Layanan
Penerimaan Pembayaran.



Pasal 5
HAK DAN KEWAJIBAN

Di samping Hak dan Kewajiban yang telah diatur dalam pasal-pasal lain
dalam Pe4'anjian Keqia Sama ini, masing-masing PIHAK mempunyai Hak
dan Kewajiban sebagai berikut:
(1) PIFIAK KESATU berhak:

a. Memperoleh penempatan dana Giro operasional/tampungan
PIHAK KEDUA atas pembayaran pajak yang dilakukan oleh Wajib
Pajak;

b. Menerima transaksi Pembayaran sesuai dengan ketentuan baik
dalam Perjanjian Kerja Sama ini uraupun ketentuan internal
PIHAK KESATU;

c. Menerima pembayaran biaya transaksi yang telah berhasil
dilakukan atas Layanan Perbankan oleh Wajib Pajak sebesar Rp
S.00O/transaksi untuk metode Vimtal Awurtt dan MDR 0olo

apabila pembayaran melalui QRLS
d. Mendapatkan akses pa.da sistem data Pembayaran PIHAK KEDUA

melalui API yang dapat terkoneksi dengan PIHAK KESATU;
e. Menerima informasi nilai no ' aI dan/atau besaran Pembayaran

melalui sistem yang terkoneksi dengan PIHAK I(EDUA;
f. Menerima pemberitahuan secara tertulis dari PIHAK KEDUA

terkait adanya perubahan data maupun ketentuan/kebijakan
terkait pelaksanaan dan pemeliharaan serzer Pembayaran di
Provinsi Kepulauan Riau;

g. Menempa.tkan media promosi PIHAK KESATU pada space/ruang
promosi yang disediakan PIHAK KEDUA di seluruh wilayah kerja
PIHAK KEDUA;

h. Memperoleh laporan segera setelah kejadian dari PIHAK KEDUA
apabila terjadi insiden keamanan seperti kegagalan
sistem/pelindungan data akibat kebocoran data, ftand., dan
transaksi tidak wajar;

i. Membatasi, memblokir, memperLambat, menghapus dan/atau
mengakhiri l;ayanan OWn API dan mengambil tangkan-hgt<atr
hukum yang diperlukan apabila PIHAK KEDUA dinilai telah
melakukan pelanggaran baik berdasarkan Perjanjian Keda Sama
ini maupun hukum lainnya yang berlaku;

j. Melakukan segala tindakan lainnya yang diperlukan untuk
kepentingan kepatuhan terhadap peraturan atau standar yang
diterapkan oleh PIHAK KESATU dan/atau pihak yang berwenang.



(21 PIHAK KESATU berkewajiban:
a. Menyediakan jaringan Layanan yang terkoneksi dengan sistem

Flost to Host PIHAK KEDUA untuk melavani transaksi
Pembayaran;

b. Mel,akukan interkoneksi sistem Open API untuk tujuan
pembayaran pajak melalui Layanan Perbankan secara elektronik
yang meliputi Vilfrnl Acaunt terhadap Aptkasi PIHAK KEDUA;

c. Menyediakan layanan kruer Standbg;
d. Menyampa-ikan laporan dalam bentuk sofi apy atas transaksi

Pembayaran yang dilakukan oleh Wajib Pajak atau Nasabah;
e. Melimpahkan hasil penerimaan Pembayaran ke Rekening Kas

Umum Daerah sesuai dengan mekanisme dan ketentuan yang
berlaku;

f. Mengembangkan sistem aplikasi dan jaringan Layanan terkait
Pembayaran bersama PIHAK IGDUA;

S. Melakukaa Fore Flagging jika terdapat selisih pada PIHAK
KESATU namun tidak tercatat pada PIHAK KEDUA pada laporan
akhir harian dan data rekonsiliasi yang disampaikan kepa.da
PIHAK KEDUA yang selanjutnya disampaikan dalam bentuk berita
acara dan/atau pemberitahuan lainnya yang dapat dibuldikan;

h. Menyediakan back up Data Transaksi sistem Pembayaran;
i. Membantu menyediakan atau meningkatkan sarana prasarana

pendukung pelayanan Pembayaran atas penempatan dana;
j. Menyediakan space/ruang promosi tanpa dikenakan biaya bagi

PIHAK KEDUA di seluruh wilayah ke{a PIHAK KESATU;
k. Memberikan laporan tertulis kepa.da PIHAK KEDUA segera seteliah

kejadian dari insiden keamanan seperti kegagalan sistem,
kegagalan pelindungan data akibat kebocoran data, fraud, dan
transaksi tidak wajar pada PIHAK KESATU.

(3) PIHAK KEDUA berhak:
a. Menerima liaporan atas transaksi Pembayaran yang dilakukan oleh

Wajib Pajak melalui Layanan Pembayaran PIHAK KESATU;
b. Menerima pelimpahan hasil Pembayaran pa.da Rekening Kas

Umum Daerah sesuai dengan mekanisme dan ketentuan yang
berlaku;

c. Melaksanakan kegiatan publikasi baik secara sendiri maupun
bersama-sama sebagaimana dimaksud datam Pedanjian Ke4'a
Sama ini;

d. Memperoleh laporan segera seteLah kejadian dari PIHAK KEDUA
apabila teq'adi insiden keamanan seperti kegagalan
sistem/pelindungan data akibat kebocoran data,, frand" darr
transaksi tidak wajar.



(4) PIHAK KEDUA berkewajiban:
a. Memberikan akses pada sistem data Pembayaran melalui API yang

dapa.t terkoneksi dengan PIHAK I(ESATU;
b. Menjamin kebenaran dan keakuratan data secara terpusat dal,am

sistem online yang ada di Host PIHAK KESATU;
c. Menyediakan t ayanan Seruer standbg
d. Memberikan informasi nilai nominal dan/atau besaran

Pembayaran terutang melalui sistem yang sudah terkoneksi pada
PIHAK IGSATU;

e. Mengembangkan sistem jaringan Layanan terkait pelayanan
Pembayaran bersama PIHAK KESATU;

f. Melakukan rekonsiliasi atas transaksi Pembayaran secara berkala;
g. Menyediakan backap database sistem Pembayaran untuk PIHAK

KESATU;
h. Menyampaikan pemberitahuan terkait adanya perubahan data

rrraupun ketentuan kebijakan terkait pelaksanaan Pembayaran
dan pemeliharaan senrer kepa.da PIHAK KESATU pada kesempatan
pertama;

i. Melakukan Fore Ftaggingjika terdapat selisih pa.da PIHAK KEDUA
namun tidak tercatat pada PIHAK KESATU pada laporan alhir
harian dan data rekonsiliasi yang disampaikan kepada PIHAK

KESATU yang selanjutnya disampaikan dalam bentuk berita acara

atau pemberitahuan lainnya yang dapat dibul'rtikan;
j. Menyediakan spae lruang promosi tanpa dikenakan biaya bagi

PIHAK KESATU di seluruh wilayah kefa PIHAK IGDUA;
k. Memberiahukan secara tertulis sebelumnya kepada PIHAK

KESATU atas s€tiap perubahan yang berkaitan dengan
pemanfaatan sistem Host to Host, termasuk namun tidak terbatas
pada perubahan dan/ atau penambahan Rekening Operasional

Sementara yang akan memanfaatkan sist€m Flost to Host

dimaksud selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Ke{a sebelum

tanggal efektif Perubahan ;

l. Memberikan laporan tertulis kepa.da PIHAK KESATU segera setelah

kejadian dari insiden keamanan seperti kegagalan sistem,

kegagalan pelindungan data akibat kebocoran data, fraud, dan
transaksi tidak wajar pada PIHAK IGDUA;

Pasal 6
HARI DAN JAM KER"IA PELAYANAN

(1) Jam kerja pelayanan Aplikasi E-Samsat Kepri, SIBIJAK dan SIPINTER

berlaku selama 24 jam w,ara online.



l2l Pelayanan dari Pembayaran melalui Aplikasi tidak dilakukan pada 2
(dua) hari kerja pelayanan terakhir di bulan Desember.

Pasal 7
TATA CARA PEMBAYARAN

(l) Pajak Daerah:
a. Nasabah atau Wajib Pajak dapat melakukan Pembayaran secara

onlbte dengan E Ctnnnel ata\ ECommerae menggunakan metode
pembayaran melalui Virfinl Awtm, PIHAK KEDUA;

b. Nasabah atau Wajib Pajak yang melakukan Pembayaran melatui E-
Ctnnnel dan E4ommerw mendapa.t Bukti Pembayaran.

(2) Nasabah atau Wajib Pajak akan dikenakan biaya administrasi untuk
Fembayaran melalui EClnrtnel atau E4ommerce dengan nominal
sesuai ketentuan yang berlaku pada PIHAK KESATU.

(3) Pembayaran dianggap sah apabila jumlah Pembayaran yang dilakukan
oleh Wajib Pajak serta jumlah uang yang diterima atau didebet oleh
PIHAK KESATU adalah sebesar jumlah Pembayaran Pajak terutang
pa.da Aplikasi PIHAK KEDUA.

(4) PIHAK KESATU hanya memiliki hak dan kewajiban menerima
Pembayaran dari Nasabah atau Wajib Pajak sesuai jumlah dan kategori
Pembayaran yang ditetapkan oleh PIHAK KEDUA.

Pasal 8
REKONSILIASI DAN PELIMPAHAN

(1) Set'^p Pembayaran oleh Nasabah/Wajib Pajak pda E-Clwmel PIHAK
KESATU diterima daLam Rekening Operasional Sementara:
a. Pajak Kendaraan Bermotor: 0014801390003203
b. PajalAlatBerat :0014801390003211
c. Pajak Air Permukaan : 0014801390003229

l2l Seluruh penerimaan Pembayaran Opsen Pajak Kendaraan Bermotor
(PKB) pada Rekening Operasional Sementara di PT. Bank
Pembangunan Daerah Riau Kepri Syariah, difimpahkan ke Nomor
Rekening:
a. Kota Batam
b. Kota Tanjungpinang
c. Kabupa.ten Bintan
d. Kabupa.ten Karimun
e. Kabupa.ten Natuna
f. Kabupaten Lingga
g. Kabupa.ten Anambas

to6-o2-22-OOO
103-02-05-240
135-O2-0r-0rO
I l1-02-00-043
117-02-22-222
174-02-00-001
170-o2-oo-oo2



(3) Seluruh penerimaan Pembayaran SWDKLIJ pada Rekening
Operasional Sementara dilimpahkan ke Nomor Rekening 106-04-02-
012 atas nama PT JASA RAHAR-rA, pada PT. Bank Pembangunan
Daerah Riau Kepri Syariah.

(4) Rekonsiliasi Penerimaarr Pembayaran harian dilakukan sebagai
berikut:
a. Rekonsiliasi Penerimaan yang diterima melalui Pembayaran pada

PIHAK KESATU dilakukan setiap hari kerja oleh PIHAK KEDUA
berdasarkan laporan transaksi yang dikirim oleh PIHAK KESATU
pada akhir hari kerja;

b. Rekonsiliasi penerimaan Pembayaran sebagaimana dimaksud pada
Ayat (5) huruf a Pasal ini yang diterima melalui E4tnnnel dan E-
Commer@ dilakukan selambat-lambatny a lx24 jam atau paling
lama pukul 16.00 WIB pada Hari Ke{a berikutnya oleh PIHAK
KESATU berdasarkan l,aporan transaksi yang dikirim oleh PIHAK
KEDUA dimiliki PARA PIHAK;

c. Dalam hal ftsk6lsiliasi penerimaan Pembayaran dilakukan di
akhir bulan pa.da akhir tahun, maka Rekonsiliasi tersebut harus
dapa.t diselesaikan pa.da Hari Kerja yang sama.

(5) Pelimpahan penerimaan pembayaran PKB, Opsen PKB, PAB dan PAP
pa.da Bada-n Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau yang
dilaksanakan secara non tunai dilakukan sebagai berikut:
a. Penerimaaan pembayaran dilaksanakan sampai dengan pukul

15.00 WIB dan dilimpahkan pada akhir hari kerja setelah
dilakukannya rekonsi'liasi selambatlambatnya pukul 19.00 WIB;

b. Untuk penerimaan pembayaran pada hari libur dan hari yang
diliburkan, dilimpahkan seLambat-lambaft1ya pada hari kerja
berikutnya dengan mekanisme pelimpahan per nomor STS;

c. Penerimaan pembayaran akhir bulan pada akhir tahun
dilimpahkan pada hari kerja yang sama pa.da tahun berkenaan.

(6) Pelimpahan penerimaan pembayaran PKB melalui Aplikasi E-Samsat
Kepri, PAB melalui Aplikasi SIBIJAK dan PAP melalui Aplikasi
SIPINTER ditrakukan sebagai berikut:
a. Penerimaaan pembayaran dilaksanakan muliai pukul 00.00 sampai

dengan pukul 21.00 WIB dan dilimpahkan pada hari keqia
berikutreya selambat-lambatnya pukul 12.00 WIB;

b. Untuk penerimaan pembayaran pa.da hari libur dan hari yang
diliburkan, dilimpahkan selambat-lambatnya pada hari kerja
berikutnya dengan mekanisme pelimpahan per nomor STS;

c. Penerimaan pembayaran akhir bulan pada akhir tahun
dilimpahkan pa.da hari kerja yang sama pada tahun berkenaan.

17) Pelimpahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini, a]<an
dilakukan setelah proses rekonsiliasi dengan teknis yang disepalati



oleh PARA PIHAK.
(8) Dalam hal terjadi gangguan teknis jaringan [ayanan Perbankan dan

terdapat perbedaan antara data ransaksi PIHAK KESATU dengan data
penerimaan PIHAK KEDUA, maka PIH.q,K KEDUA dan PIHAK KESATU
sepakat untuk melalrukan penyelesaian secara manual.

(9) Dalam haf terdapat perbedaan antara hari libur yang ditetapkan oleh
Pemerintah dengan hari libur yang ditetapkan oleh Bank Indonesia,
maka pelimpahan dana penerimaan Pembayaran diLakukan pada hari
ke{a perbankan sesuai ketentuan Bank Indonesia.

Pasal 9
PUBLIKASI

(1) PARA PIHAK sepakat secara bersama-sama atau sendiri-sendiri
melaksanakan kegiatan publikasi atau sosialisasi tentang kerja sama
sebagaimana dimaksud dalam Perjan"an Kerja Sama ini.

(21 Dalam mel,aksanakan kegiatan pada ayat (1) Pasal ini, masing-masing
PIHAK dapat menggunakan nama dal logo PIHAK lainnya dengan
terlebih dahulu mendapa.tkan persetujuan secara tertulis dari masing-
masing PIHAK.

(3) PARA PIHAK sepakat ba-hwa segnla biaya yang timbul sehubungan
dengan publikasi atau sosialisasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1)
Pasal ini men-iadi tanggungan masing-masing PIHAK atau sesuai
kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 10

BIAYA

(1) Dalam rangka pelaksalaan Perjanjian Kerja Sama ini maka PIHAK
KEDUA menyedialan Aplikasi untuk pelayanan Pajak Daerah yaitu
Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) metalui Aplikasi E-Samsat Kepri,
Pajak Alat Berat (PAB) melalui Aplikasi SIBIJAK dan Pajak Air
Permukaan (PAP) melalui Aplikasi SIPINTER yang terintegrasi dengan
jaringan l.ayanan Perbankan secara elektronik milik PIHAK KESATU.

(21 Semua biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan ayat (1)
menjadi beban dan tanggung jawab PIHAK KEDUA.

(3) PIHAK KESATU membebaskan biaya transaksi pelimpahan pajak
sesuai yang tercantum pa.da Pasal 8 kepada PIHAK KEDUA.

(4) Pajak-pajak yang timbul dari pelaksanaan Perjanjian Keda Sama ini
adalah tanggung jawab masing-masing PIHAK sesuai ketentuan
perpajakan yang berlaku.

(5) Biaya lainnya yang timbul selain ayat (l) Pasaf ini termasuk
pengembangan sistem pemasaran, sosialisasi menjadi beban masing-



masing PIHAK sesuai kewenangan masing-masing PIHAK atau sesuai
kesepakatan PARA PIHAK.

(6) Atas Pelaksanaan Penerimaan Pembayaran melalui E4lnnnel dan atau
E-Commerce, PIHAK KESATU dapa.t membebankan biaya administrasi
kepa.da Nasabah atau Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan PIHAK
KESATU.

Pasal 1 I
LAPORAN TRANSAKSI DAN BUKTI PEMBAYARAN

(U PIHAK KEDUA akan menggunakan Laporan Transaksi yang diperoleh
dari PIHAK KESATU sebagai dasar rekonsiliasi penerimaan serta
laporan rekapitulasi Penerimaan Pembayaran.

(21 Rekonsiliasi seba€aimana dimaksud pada ayat (l) Pasa1 ini
dilaksanalan sesuai Standar Prosedur dari PARA PIHAK, dan jika
terdapat perbedaan data status Pembayaran antara PIHAK KEDUA
dengan PIHAK KESATU, yakni:
a. Terdapat pada laporan PIHAK KESATU dan tidak terdapat pada

laporan PIHAK KEDUA, maka PIHAK KEDUA akart meng-updote
status Pembayaran tersebut sesuai dengan laporan PIHAK
KESATU;

b. Terdapat data Pembayaran pada laporan PIHAK KEDUA dan tidak
terdapat pada Iaporan PIHAK KESATU, maka PIHAK KEDUA al<an
membatalkan Pembayaran tersebut sesuai dengan laporan pIHAK
KESATU.

(3) PIHAK KEDUA harus melakukan koreksi sebagaimana dimaksud pada
ayat (21 Pasal ini paling lambat pada hari kerja yang sama dengan
diterimanya laporan PIHAK KESATU,

(4) PIHAK KESATU wajib menyimpan Laporan Transaksi dan/atau Bulrti
Pembayaran dalam bentuk apapun untuk jangka waktu sesuai dengan
ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

(5) Apabila PIHAK KEDUA membutuhkan Bulrti Pembayaran sebagaimana
dimaksud pada ayat (a) Pasat ini untuk keperluan alat bukti
berdasarkan perintah Pihak yang berwenang, maka atas permintaan
tertulis dari PIHAK KEDUA, PIHAK KESATU al<an memberikan Bukti
Pembayaran tersebut kepada PIHAK KEDUA dengan tetap
memperhatikan ketentuan yang berlaku.

Pasal 12

PERBEDAAN TAGIHAN PEMBAYARAN
DAN PENYELESAIAN}.iYA

(1) Apabila terdapa.t perbedaan antara jumlah
berdasarkan data PIHAK KEDUA dengan

tagIhan
jumlah

Pembayaran
penerimaan



Pembayaran pada Layanan pembayaran PIHAK KESATU, PIHAK
KEDUA akan menyelesaikannya dengan Wajib Pajak yang
bersangkutan dengan melibatkan PIHAK KESATU.

l2l Penyelesaian permasalahan perbedaan taefhan Pembayaran
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dilakukan di Badan
Pendapa.tan Daerah Provinsi Kepuliauan Riau.

Pasal 13

KOREKSI DAN ATAU PENGEMBALIAN
KELEBIHAN PEMBAYARAN

(1) Apabila terdapat permintaan koreksi dan atau pengembalian kelebihan
Pembayaran dari Wajib Pajak kepada PIHAK KESATU mengenai
Penerimaan Pembayaran yang dibayar melalui PIHAK KESATU, maka
koreksi dan atau pengembalian kelebihan Pembayaran hanya dapat
dilakukan oleh PARA PIHAK.

{21 Pembayaran koreksi dan atau pengembalian kelebihan Pembayaran
oleh PARA PIHAK dilakukan sesuai dengan tata cara yang ditetapkan
oleh PARA PIHAK.

Pasal 14
PEMBERITAHUAN GANGGUAN

Masing-masing PIHAK berkewajiban untuk saling menyampaikan informasi
gangguan kepada PIHAK lainnya sebagai bahan bagi PARA PIHAK untuk
mengwaluasi ting$at p e rformane.

Pasal 15
PENGHENTIAN SEMENTARA LAYANAN OPEN API

(1) PIHAK KESATU dapat setiap saat menghentikan dan/atau mematikan
Jasa Layanan Perbankan Open API untuk sementara walrtu dengan
pemberitahuan kepada PIHAK KEDUA.

(21 Penghentian layanan Open ;4PI dapat disebabkan oleh alasan-alasan
sebagai berikut:
a. lnspeksi, perbaikan, pemeliharaan atau peningkatan sistem;
b. Adanya alasan tertentu berupa melindungi hak-ha} dan/atau

kepentingan PARA PIHAK;
c. Pihak yang mewakili PIHAK KEDUA dalam menandatarrgani

Perjanjian ini adalah pihak yang tidak sah dan/atau tidak
berwenang untuk mewakili PIHAK KEDUA;

d. Terdapa.t aktivitas yang melanggar/bertentangan dengan hukum;
atau



e. Alasan jelas lain yang ditentukan oleh PIHAK KESATU.
(3) Apabila terdapat gangguan tiba-tiba terhadap Sistem Open API akibat

kegagalan sistem, jaringan, koneksi internet atau aLasan l,ainnya,
PIHAK KESATU akan memberitahu PIHAK KEDUA secara resmi
mengenai gangguan ini, serta informasi lanjutal apabila gangguan
tersebut telah selesai.

(41 PIHAK KESATU berhak untuk melakukan penghentian layanan kepada
PIHAK KEDUA sampai dengan waktu yang tidak ditentukaa, dalam hal
kondisi-kondisi berikut ini:
a. Dilakukan penghentian Layanan Open APl yang disebabkan karena

alasan jelas lain yang ditentukan oleh PIHAK KESATU; atau
b. PIHA( KEDUA memiliki fitur-fitur yang membutuhkan perizinan

dari pihak yang berwenang dan/atau institusi pemerintah terkait
namun PIHAK KEDUA tidak/be1um memiliki perizinan yang
dibutuhkan tersebut.

Pasal 16
BATASAN TANGGUNG JAWAB

(1) PIHAK KESATU tidak bertanggungiawab atas penyalahgunaan layanan
atau produk PIHAK KESATU yang digunakan PIHAK KEDUA,
pemeliharaan yang tidak tepat yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA,
serta tedadi wanprestasi atau kesalahan yang bukan semata-mata
karena tindakan dari PIHAK KESATU.

l2l PIHAK KESATU tidak menjamin operasional layanan atau produk tidak
akan terganggu, namun PIHAK KESATU akan segera melakukan
perbaikan sesuai stazdard seruie leuel PIHAK KESATU agar layanan
atau produk rlirnaksud dapat segera berfungsi sesuai Perjanjian Kerja
Sama ini.

(3) Kecuali diwajibkan secara tegas oleh hukum dan/atau dinyatakan
dalam Perjanjian Kefa Sama ini, dalam keadaan apapun, PIHAK
KESATU tidak bertanggung jawab atas kerugian tidak langsung, atau
untuk ganti rugi/kerusakan konsekuensial apa pun atas hiLangnya
laba, bisnis, atau pendapatan PIHAK KEDUA.

(4) PARA PIHAK dengan ini setuju untuk mengganti kerugian dan
membebaskan saLah satu PIHAK termasuk pejabat dan pegawainya
dari setiap dan seluruh klaim, kewajiban atau tuntutan kerugian
sehubungan dengan:
a. Tindakm penipuan, kriminal atau tindakan tidak sah yang

dilakukan salah satu PIHAK atau pegawainya;
b. Setiap tindakan kelalaian atau kesalahan oleh salah satu PIHAK

atau pegawainya;
c. Setiap akses pihak ketiga yang tidak sah atau ilegal terhadap



informasi rahasia yang diakibatkan oleh kesalahan dan/atau
kelalaian satrah satu PIHAK.

Pasal 17
PERSON IN CHARGE

Untuk mendukung Operasional layanan Penerimaan Pembayaran, maka
PARA PIHAK sepakat menyediakan Petson In Chage (PlCl dengan ketentuan
sebagai berikut:
(1) PIC terdiri atas:

a. Tim Monitoring
Bertugas selarna 24 jam x 7 hari (dua puluh empa.t jam sehari dan
tujuh hari seminggul melaksanakan monitoring dan penanganan
pada tahap pertama atas te{iadinya permasalahan yang
menyebabkan terganggunya pelaksanaan operasional Iayanan
Penerimaan Pembayaran Pajak Daerah.

b. Tim Rekonsiliasi
Bertugas melaksanakan rekonsiliasi pada setiap hari kerja.

(21 PIC dari PIHAK KESATU
Tim Monitoring dan Rekonsiliasi
Telepon : O77l -7447101
Fax : O77|-7447LO1
Pos-el : kc.tanjunpinang@btn.co.id

(3) PIC dari PIHAK KEDUA
a. Tim Monitoring dan Evaluasi

Bidang Pengembangan Pendapa.tan Badan Pendapa.tan Daerah
Prosinsi Keputrauan Riau

Penanggung Jawab : Kepala Bidang Pengembangan
Pendapatan Badan Pendapatan Daerah
Provinsi Kepulauan Riau
0778 - 4600t4
0778 - 460014
bapenda@kepriprov. go. id

Bidang Pendapatan dan Bidang Pengendalian Pengawasan Badan
Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau

Penanggung Jawab : Kepa.la Bidang Pendapatan dan Kepala
Bidang Pengendalian Pengawasan Badan
Pendapa.tan Daerah Provinsi Kepulauan
Riau
o77a - 460014
0778 - 4600t4
bapenda@kepriprov. go. id

Telepon
Fax
Pos-el

b. Tim Rekonsiliasi

Telepon
Fax
Pos-el



(41 PARA PIHAK sepakat apabila te{adi perubahan PIC sebagaimana
dimalsud pada ayat (2) dan (3) Pasal ini atau PIC terakhir yang tercatat
pada PARA PIHAK, maka perubahan tersebut harus diberitahukan
secara tertulis kepa.da PIHAK KEDUA paling lambat 5 (lima) hari ke{a
sebelum perubahan tersebut berlaku efektif.

Pasal 18
PEMBERITAHUAN DAN KORESPONDENSI

(1) Semua Pemberitahuan dan/atau surat menyurat sebagai pelaksanaan
Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan melalui kurir/faksimili/pos
elektronik tercatat disampaikan ke alamat sebagai berikut:
a. PIHAKKEDUA

Tujuan : Badan Pendapa.tan Daerah Provinsi
Kepulauan Riau

Alarnat : Gedung Graha Kepri, Jalan Raja Isa No.

8, Batam
Telepon : O778-4600f4
Pos-el : bapenda@kepriprov.go.id

b. PIHAKKESATU
Tujuan : PT. Bank Tabungan Negara (Persero)

Tbk. Kantor Cabang Tanjungfnang
Alamat : Jalan D.I Panjaitan Komplek Plaaa'

Bintan Centre Blok Bunga Nomor 9-12,
Kel. Batu IX, Tanj ungpinang

Telepon : 077l-7447101
Pos-el : kc.anjungpinang@btn.co.id

(2) Apabila salah satu atau PARA PIHAK akan melakukan perubahan
alamat Wajib Pajak memberitahukan secara tertulis dan telah diterima
PIHAK KEDUA selambat-lambatrrya 5 (lima) hari kalender sebelum
peruba-han alamat dilakukan dan segala akibat atas keterlambatan
pemberitahuan menjadi tangigung jawab PIHAK yang melakukan
perubahan ters€but.

(3) Setiap pemberitahuan melalui surat sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) Pasal ini, dianggap tel,ah diterima:
a. Pada hari yang sama apabila dikirim melalui kurir masing-masing

PIHAK yang dibuktikan dengan tanda terima;
b. Pada hari kerja kelima apabila dikirimkan melalui pos atau

ekspedisi yang dibuktikan dengan resi pengiriman dan bukti telah
diterimanya surat atau pemberitahuan tersebut oleh PIHAK
penerima;

c. Pada hari yang sama apa.bila dikirim melalui faksimili yang



dibuktikan dengan tanda terima bahwa surat telah terkirim
dengan baik.

(4) Pada hari yang sama apabila dikirim melalui email yang disusul
dengan pemberitahuan melalui telepon.

Pasal 19
PERI.IYATAAN DAN JAMINAN PARA PIHAK

(1) PARA PIHAK menjrmin kerahasiaan dalam waktu yang tidak terbatas
atas pelaksanaan informasi (baik lisan maupun tertulis), pemasangan
perangkat, data-data dan hal-hal Lain yang diketahui selama
pelaksanaan kerjasama menurut Pe{anjian Kerja Sama ini.

(21 PARA PIHAK menjamin bahwa Pe{anjian Kerja Sama ini secara
keseluruhan serta penandatanganan dan pelaksanaannya teliah
disetujui oleh yang berwenang memberikan persetujuan berdasarkan
keGntuan yang brlaku pada internal masing-masing PIHAK dan
bahwa penandatanganan serta pelaksalaan Pe{anjian Ke4'a Sama ini
berada daLam kekuasaan PARA PIHAK dan tidak akan metranggar
ketentuan hukum yang berlaku, atau kewajiban kontraktual yang
mengikat PARA PIHAK.

(3) PARA PIHAK menjamin kebenaran dan keakuratan data sebagaimana
yang dimaksud datram Perjanjian Kerja Sama ini.

(41 Masing-masing PIHAK menyatakan dan menjamin bahwa perwakilan
masing-masing PIHAK mempunyai kewenangan untuk
menandatangani Perjanjian Ke{a Sama ini serta untuk melaksanakan
Pekerjaan sebagaimana dinyatakan dalam Perjanjian ini.

Pasal 20
JANGKAWAKTU

(1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sampai dengan tanggal Tiga Puluh
Satu bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Sembilar (31-12-
20291 dan dapat diperpanjang/diakhiri sesuai dengan kesepakatan
PARA PIHAK.

(2) Apabila PARA PIHAK akan memperpanjang atau mengakhiri Perjanjian
Kerja Sama ini, wajib menyarnpaikan secara tertulis kepada PARA

PIHAK lainnya, paling lambat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari
sebelum Perjanjian Kefa Sama ini diperpanjang/diakhiri.

Pasal 2 1

WANPRESTASI

(1) Bilamana te{adi atau timbul safah satu hal atau peristiwa yang
ditetapkan dibawah ini akan menjadi suatu kejadian kelalaian atau
wanprestasi terhadap Perjanjian Ke{a Sama ini:



a. Kelalaian (wanprestasi) dalam Pe{'anjian
Dalam hal suatu PIHAK sama sekali tidak melaksanakan
kewajiban tetapi tidak disepakati, atau melaksanakan kewajiban
tapi tidak sebagaimana disepakati, atau melaksanakan kewajiban
tetapi tidak sesuai dengal waktu yang disepakati, atau melakukan
sesuatu yang tidak diperbolehkan dalam Pedanjian.

b. Pernyataan Tidak Benar
Dalam hal pemyataan atau jaminan yang diberikan oleh suatu
PIHAK lainnya dalam Perjanjian ini tidak benar atau tidak sesuai
dengan kenyataan.

c. Kepailitan
Dalam hal suatu PIHAK dalam pefanjian ini mengajukan
permohonal kepa.da instansi yang berwenang untuk dinyatakan
pailit atau untuk diberikal penundaan membayar hutang-hutang
(surseane uan betalin$, atau dalam hal PIHAK lain mengajukan
permohonan kepa.da instansi yang berwenalg agar suatu PIHAK

dalam Perjanjian ini dinyatakan dalam keadaan pailit.
(21 Datam hal terjadi suatu kejadian kelalaian sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) maka PIHAK yang tidak latai dapa.t memberikan teguran
tertulis kepada Pihak yang lalai sebanyak 3 (tiga) kati dengan tenggang
waktu 7 (ttliuh) Hari Kalender.

(3) Setelah menyampaikan 3 (tiga) kali peringatan sebagaimana dimaksud
ayat (2) pasal ini, maka PIHAK yang tidak lalai berhak mengajukan
tuntutan berupa permintaan pemenuhan prestasi dilakukan atau
meminta prestasi dilakukan disertai ganti kerugian atau meminta ganti
kerugian saja atau menuntut pembatalan Perjanjian Kerja Sama atau
menuntut pembatalan Pe{anjian Kerja Sama disertai ganti kerugian'

(4) Dalam hal PIHAK yang tidak latai berkehendak mengakhiri Perjanjian

Kerja Sama ini, maka berlaku ketentuan pengakhiran pefanjian
sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal22
PENGAKHIRAN PERJANJIAN

(U Perjanjian Kerja Sama ini berakhir apa.bila berakhirnya jangka waktu
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 Perjanjian Kerja Sama ini.

(2\ Menyimpang dari ketentuan Pasal 20, Perjanjian Kerja Sama ini dapat
berakhir dan/ atau dinyatakan berakhir oleh salah satu PIHAK secara

seketika dengan memberika-n pemberitahuan tertulis kepada PARA

PIHAK apabila salah satu PIHAK tidak memenuhi atau melianggar

ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Keqia Sama ini dan telah
mendapatkan surat teguran sebanyak 3 (tiga) kali dengan jarak waktu
antara surat teguran minimal 7 (tujuh) hari kerja.



(3) Fengakhiran perjanjian sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (21

Pasal ini tidak membebaskan masing-masing PIHAK atas kewajibannya
yang timbul sebelum beralhimya Perjanjian Kerja Sama ini sampai
kewqjiban tersebut dinyatakan selesai yang dinyatakan secara tertulis
dan ditandatangani oleh masing-masing PIHAK dalam Pe{anjian Ke{a
Sama ini.

(4) Dalam hal terjadi pengakhiran kerja sama sebagaimana dimaksud ayat
(2) Pasal ini, PARA PIHAK sepakat untuk mengesampingkan dan tidak
memberlakukan ketentuan Pasd f266 Kitab Undalg-Undang Hukum
Perdata.

Pasal 23
PEI.IYELESAIAN PERSELISIHAN

(1) Apabila di kemudian hari terdapa.t perselisihan dalam pelaksanaan

Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK sepakat untuk
menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.

(2) Apabila dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender upa.ya

penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal irri tidak
membawa hasil yang diharapkan, PARA PIHAK sepakat untuk
menyelesaikannya melalui Pengadilan Negeri Tanjungpinang.

(3) Proses penyelesaian tidak dapat dijadikan alasan untuk menunda
pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini

Pasal24
F0RCE MA,]EURE

(1) Yang dimaksud Fore Majeure dalam Perjanjian Kerja Sama ini adalah
kejadian-kejadian diluar kehendak dan kekuasaan PARA PIHAK secara

Langsung dan material dapat mempengaruhi pelaksanaan kewajiban

PARA PIHAK berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini, termasuk narnun

tidak terbatas pada terjadinya peristiwa alam seperti gempa bumi,

angin topan, banjir, tanah longsor, sambar petir, gunung meletus, dan

bencana alam Lainnya, kebakaran, huru hara, terorisme, sabotase,

pemberontalan, embarSo, pemogokan massal, Permg, baik yang

dinyatakan atau tidak, dan ketentuan atau kebijakan pemerintah yang

wajib ditaati.
(2) Apabila salah satu PIHAK dalam Perjaqiian Keqia Sama ini mengalami

fore majeure sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, maka PIHAK

yang mengSlami fore majeute tersebut harus memberitahukan kepada

PIHAK lainnya secara tertulis sel;ambat-Iamb atrlrya 7 (tujuh) hari kerja

srljak fore majeure tersebut terjadi yang disertai dengan surat
keterangan dari instansi yang berwenang yang menyatakan telah



terjadinya /oroe maj eure.
(3) Apabila PIHAK yang mengalami fore majeure tidak melaksanakan

kewajibannya sebagaimana dimaksud ayal (21 Pasal ini, maka force
majeure tersebut dapat tidak diakui oleh PIHAK Lainnya dalam
Pefanjian Kerja Sama ini.

(4) PIHAK yang mendapatkan pemberitahuan telah teqiadinya force
majeure harus memberikan jawaban paling lama 14 (empat belas) hari
ke4'a sejak diterimanya surat pemberitahuan dimaksud. Apabila telah
berakhirnya batas waldu 14 (empat belas) hari ke{a dima}sud
ternyata tidak ada jawaban dari PIHAK yang menerima pemberitahual
telah te{adinya peristiwa /orce majeurc, maka PIHAK tersebut dianggap
mengakui dan menyetujui telah terjadinya peristiwa jforce majeure.

(5) PIHAK yang mengalami fore majeure dan tidak dapat melaksanakan
kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini, yang telah
memenuhi ketentuan pemberitahuan sebagaimana diatur dalam ayat
(2) Pasal ini dibebaskan dari segal,a sanksi sebagaimana yang diatur
dalam Perjanjian Keqja Sama ini.

(6) Setelah berakhirnya forw majeute, PIHAK yang mengalami /orce
majeure wajib kembali melalsanakan kewajibannya sebagaimana yang
diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini.

(71 Kerugian yang dialami oleh PIHAK yang mengalami force majeure
merupakan beban dan tanggungiawab PIHAK yang r:nlengalamr foru
majeure.

Pasal 25
MONITORING DAN EVALUASI

(1) PARA PIHAK melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan
Pe{anjian Kerja Sama ini melalui pertemuan secara berkala paling
sedikit 2 (dua) kali dalam setahun.

(2) Waf<tu dan teknis pelalsanaan monitoring dan evaluasi dilakukan
berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 26
KETENTUAN KERAHASIAAN

(U Masing-masing PIHAK mengakui bahwa informasi, data dan/atau
pengetahuan yang diberikan oleh PIHAK lainnya untuk kepentingan
Kerjasama bersifat rahasia.

l2l Masing-masing PIHAK memahami, menyetujui dan sepakat bahwa
terhitung sejak tanggal penandatanganan Perjanjian ini, untuk tidak
menggunakan Informasi Rahasia yang diberikan atau diperoleh dari
Pemberi Informasi baik secara keseluruhan maupun sebagian, untuk



tujuan lain sel,ain dalam rangka pengembangan, penyempurnaan
dan/ atau peliaksanaan Kerjasama.

(3) Masing-masing PIHAK wqiib menjaga dan melindungi Inforrnasi
Rahasia serta akan mengambil segala tindakan yang wajar dan
diperlukan untuk memastikan keamanal dan pengendalian atas setiap
Informasi Rahasia yang diperolehnya.

(4) Dengan diberikannya atau diungkapkannya Informasi Rahasia oleh
Pemberi Informasi kepada Penerima Informasi, oleh karenanya
Penerima Informasi wajib menjaga kerahasiaan Informasi Rahasia dan
tidak mengungkapkan, menyalin, mereproduksi, mendistribusikan,
menyebarluaskan Informasi Rahasia kepada pihak manapun (kecuali
kepa.da Perwakilan Penerima Informasi) tanpa persetujuan tertulis
terlebih dahulu dari Pemberi Informasi.

(5) Bukan Informasi Rahasia adalah informasi, data dan/atau
pengetahuan yang diperoleh Penerima Informasi dari Pemberi Informasi
termasuk namun tidak terbatas pa.da:

a. Dapat dibuktikan oleh Penerima Informasi bahwa informasi, data
dan/atau pengetahuan yang telah diketahui secara umum
sebelum ditandatangani Pedanjian ini tanpa melanggar Perjanjian
ini atau kewajiban kerahasiaan kepada Pemberi Informasi.

b. Pada saat diungkapkan, merupakan informasi, data dan/atau
pengetahuan yang diterima dari pihak ketiga yang memiliki hak
dan/atau kewenangan untuk mengungkapkan informasi tersebut.

c. Termasuk kategori informasi, data dan/ atau pengetahuan umum
sesuai kebijakan Pemberi Informasi dan/atau yang diwajibkan
untuk diungkapkan berdasarkan perintah Pengadilan,
instansi/ lembaga Pemerintah yang berwenang dan/atau
berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

(6) Sehubungan dengan pengungkapa.n yang diwajibkan sebagaimana ayat
(5) huruf c Pasal ini, maka Penerima Informasi:
a. Memberikan pemberitahuan tertulis mengenai perintah

pengungkapan Informasi Rahasia yang diwajibkan oleh hukum
yang berlaku tersebut kepa.da Pemberi Informasi paling lambat
tujuh (7) hari kerja sejak perintah pengungkapan Informasi
Rahasia diterima oleh Penerima Informasi;

b. Melakukan pengungkapan secara bertahap, untuk menjaga
sebaik-baiknya kerahasiaan Informasi Rahasia;

c. Mel;akukan langkah - lanCkah untuk memperbolehkan Pemberi
Informasi memiliki kesempa.tan yang wajar untuk menolak atau
membatasi pengungkapan tersebut secara sah;

d. Apabila pengungkapa.n Informasi Rahasia tetap harus dilakukan,
Penerima Informasi setuju untuk mendiskusikannya dengan
Pemberi Informasi mengenai isi dari pengungkapan tersebut dapat



dibatasi sampai sejauh yang dipersyaratkan oleh hukum, atau
perintah dari pengadilan yang berwenang.

(71 Mengenai pemberian akses Informasi Rahasia kepa.da Perwakitran
Penerima Informasi, diatur bahwa:
a. Penerima Informasi dapat memberikan akses Informasi Rahasia

kepada Perwakilannya sejauh yang diperlukan untuk tujuan
sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini;

b. Pemberian akses Informasi Rahasia sebagaimana ayat (71 huruf a
Pasal ini menyebabkan masing-masing dari Perwakilan Penerima
Informasi wajib mematuhi Perjanjian ini seolah-olah Perwakilan
tersebut merupakan Penerima Informasi dalam Perjanjian ini;

c. Penerima Informasi dengan ini sepakat dan berjanji dengan tidak
dapat ditarik kembali, bahwa Penerima Informasi akan melakukan
semua usaha untuk memastikan bahwa Perwakilannya akan
menjaga kera}asiaan Informasi Rahasia yang diperoleh dari
Penerima Informasi dan tunduk pada ketentuan sebagaimana
disepakati dalam Perjanjian ini;

d. Penerima Informasi wajib memelihara daftar individu atau entitas
kepada siapa Informasi Ra-hasia dibagikan, didistribusikan,
diungkapkan dan menyediakan daftar tersebut kepada Pemberi
Informasi.

(8) Penerima Informasi wajib:
a. segera memberitahukan kepada Pemberi Informasi apabila terjadi

kehilangan kerahasiaan, pengungkapan yang tidak sah, atau
penyalahgunaan atas Informasi Rahasia oleh Penerima Informasi
atau Perwakilannya;

b. mengambil setiap tindakan yang wajar dan diperlukan untuk
mencegah atau menghentikan pengungkapan atau penggunaan
yang tidak sah atas Informasi Rahasia, baik oleh Perwakilannya
maupun oleh pihak ketiga yang memperoleh akses ke Informasi
Rahasia tersebut, yang terjadi akibat pelanggaran yang disengaja,
kelalaian, atau kegagalan Penerima Informasi atau Perwakilannya
dal,am melaksanakan kewajiban berdasarkan Perjanjian ini.

(9) Jika Penerima Informasi dan/atau Perwakilannya mengetahui adanya
penggunaan, pengungkapan, salinan, reproduksi, distribusi,
penyebarluasan, akses, kepemilikan, atau pengetahuan yang tidak sah
atas Informasi Rahasia milik Pemberi informasi, Penerima Informasi
dan/atau Perwakilannya harus segera dan sepenuhnya
memberitahukan Pemberi Informasi mengenai semua fakta yang
diketahuinya terkait dengan penggunaan, pengungkapan, setinan,
reproduksi, distribusi, penyebarluasan, akses, kepemilikan, atau
pengetahuan yang tidak sah tersebut paling lambat 3 (tiga) hari
kalender seteliah Penerima Informasi dan/atau Perwakilannya secara



wajar mengetahui adanya penyalahgunaan Informasi Rahasia tersebut.
Penerima Informasi juga harus mengambil semua langkah yang wajar
untuk mengurangi potensi kerugian atau mencegah penggunaan atau
pengungkapan lebih lanjut atas Informasi Rahasia tersebut.

Pas,L27
PENGEMBALIAN ATAU PEMUSNAHAN INFORMASI RAHASI.A

(1) Dalam hal salah satu PIHAK memutuskan untuk tidak melakukan
Kerjasama, PARA PIHAK wajib segera mengembalikan seluruh
Informasi Rahasia kepada Femberi Informasi atau menghancurkan
semua Informasi Rahasia yang diserahkan Pemberi Informasi kepada
Penerima Informasi dan/atau Perwakilannya bersama-sama dengan
semua salinan, catatan, ringkasan, analisis dan/atau ekstrak dari
Informasi Rahasia, yang berada di bawah penguasaan Penerima
Informasi dan/atau Perwakilannya.

(21 PARA PIHAK wajib mengambil semua langkah untuk menghapus
seluruh lnformasi Rahasia terrrasuk dengan semua salinan dan/atau
catatan dan/atau ringkasan dan/atau analisis dan/atau ekstrak dari
Informasi Rahasia, termasuk informasi lain terkait, baik yang
tersimpan secara elektronik maupun non-elektronik.

(3) Fengembalian Informasi Rahasia dari Penerima Informasi kepa.da
Pemberi Informasi wajib dituangkan daLam dokumen Berita Acara
Serah Terima (BAST).

(4) Penghancuran Informasi Rahasia tersebut dinyatakan secara tertulis
oleh pejabat Penerima Informasi dan/atau PerwakiLan yang berwenang
dengan tetap memperhatikan Feraturan Perundang-undangan yang
berlalu, dan pernyataan tersebut selanjutnya diserahkan kepada
Femberi Informasi.

(5) Pengembalian dari Penerima Informasi dan/ atau Perwakilannya atau
pemusnahan dari Informasi Rahasia tersebut tidak akan
mempengaruhi kewajiban l,ain Penerima Infornasi berdasarkan
Perjanjian ini.

(6) Penerima Informasi, berhak untuk mempertahankan salinan-salinan
dari setiap informasi yang diqjukan atau dihasilkan olehnya atau
Perwakilannya yang tidak dapat dipisahkan berkaitan dengan
informasi yang bukan termasuk Informasi Rahasia atau yang wajib
dipertahankan oleh Penerima Informasi berdasarkan hukum,
Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan/atau sistem
pelaporan regulator.



Pasal 28
PELINDUNGAN DATA PRIBADI

(l) PARA PIHAK sepalat untuk mematuhi setiap ketentuan perundang-
undangan yang berlaku yang berkaitan dengan pelindungan Data
Pribadi.

l2l Setiap tindakan dan/atau kegiatan Pemrosesan Data Pribadi wajib
memperhatikan hak-hak Subjek Data Pribadi sebagaimana diatur
daLam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

(3) PARA PIHAK harus menerapkan seluruh tindakan teknis dan
keorganisasian yang wajar dan memadai untuk menjaga kerahasiaan
dan keamanan Data Pribadi untuk mencegah akses dan Pemrosesan
Data Pribadi yang tidak sah termasuk tetapi tidak terbatas pada:
a. penggunaan anonimisasi dan/atau enkripsi Data Pribadi;
b. langkah-langkah untuk memastikan kerahasiaan, integritas, dan

ketersediaan yang berkelanjutan dari sistem atau layanan PARA

PIHAK;
c. kemampuan untuk memulihkan ketersediaan darr akses ke Data

Pribadi secara tepat waktu jika terjadi insiden fisik atau teknis;
d. proses untuk menguji, menilai, dan mengevaluasi efektivitas

secara berkala tindakan telceis dan organisasi untuk memastikan
keamanan Pemrosesan Data Pribadi; dan

e. terdapatnya Audit Trail dalam rangka pengamanan Data Pribadi
sehubungan dengan perjanjian sehingga dapat terekam dengan
baik.

(4) PARA PIHAK harus membatasi akses Data Pribadi hanya kepada
personil, pekerja atau karyawan dari PARA PIHAK yang berwenang
berdasarkan kebutuhan peliaksanaan Pe{anjian ini.

(5) Dalam hal terjadi Kegagalan Pelindungan Data Pribadi, maka:
a. Salah satu PITIAK yang mengalami Keeagalan Pelindungan Data

Pribadi harus segera memberitahukan secara tertulis dalam
jangka waltu 72 (tujuh puluh dua) jam kepada PIHAK lainnya dan
pihak-pihak yang diwajibkan berdasarkan Peraturan Perundang-
undangan Pelindungan Data Pribadi terhitung sejak mengetahui
atau mencurigai terjadinya Kegagalan Pelindungan Data Pribadi
yang mengarah pa.da kehilangan, pengubahan atau pengungkapan
Data Pribadi yang tidak sah;

b. PIHAK yang mengalami Kegagalan Pelindungan Data Pribadi
sebagaimana di atas, wajib mengambil langkahJangkah yang
diperlukan dengan biaya sendiri untuk memperbaiki, mencegah,
meng[entikan, atau mengurangi dampak Kegagalan Pelindungarr
Data Pribadi dalam rentan wakhr yang diatur dalam Peraturan
Perundang-undangan Pelindungan Data Pribadi.



Pasal 29
HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

(1) Dalam pelaksanaan ke{a sama dan selama Jangka waktu
sebagaimana diatur dalam Pe{anjian Ke{a Sama ini, setiap PIHAK
dilarang menggunakan segala jenis Hak Kekayaan Intelektual yang
dimiliki PIHAK lainnya tanpa lisensi dan/atau persetujuan tertulis dari
PIHAK lainnya tersebut.

(21 PARA PIHAK setuju dan berjanji bahwa PARA PIHAK tidak akan
menyalahgunakan ataupun menggunakan Hak Kekayaan Intelektual
naupun identitas PARA PIHAK dalam kegiatan pemasaran, promosi,
dan materi iklan atau hat-hal lain yang sen-rpa, seperti kertas surat,
kartu nama, stempel, dan lain sebagainya tanpa persetujuan
sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Pasaf ini.

(3) Masing-masing PIHAK mengakui bahwa semua hak, kepemilikan, dan
kepentingan atas segaJa jenis Hak Hekayaan Latelelrtual yang dirniliki
oleh masing-masing PIHAK akan tetap menjadi hak milik masing-
masing PIHAK dan semua hak, kepemilikan, dan kepentingan atas
segala jenis Hak Hekayaan Intelektual tidak akan beralih kepada
PIHAK Lainnya karena alasan apa pun. Masing-masing PIHAK
menyatakan dan menjamin bahwa pihaknya tidak akan memperoleh
kepentingan kepemilikan apa pun atas Hak Kekayaan InGlektual milik
Pihak Lainnya sebagai akibat dari penggunaannya. Tidak ada satu
ketentuan apa pun di dalam Perjanjian yang dapat ditafsirkan sebagai
suatu pengalihan hak kepemilikan atas segala dan setiap jenis Hak
Kekayaan Intelektual apa pun yang dimiliki masing-masing PIHAK
kepa.da PIHAK lainya atau kepa.da pihak ketiga lain mana pun.

(4) Masing-masing PIHAK berkewajiban membebaskan PIFIAK lainnya
terhadap setiap klaim atau tuntutan hukum dari Pihak Ke rga kepada
PIHAK Lainnya terkait pelaksanaan Pe{anjian ini akibat pelanggaran
yang dilalukan PIHAK Pemegang hak atas kekayaan intelektual
terhadap Pihak Ketiga.

(5) Hak atas kekayaan intelektual setiap saat seLama dilaksanakannya dan
sampai berakhirnya atau diakhirinya Pe{'anjian ini tetap menjadi rnilik
eksklusif dari PIHAK yang memilikinya.

(6) Ketentuan dalam Pasal ini tetap berlaku meskipun Perjanjian Kerja
Sama ini berakhir.

Pasal 30
ADENDUM PERJANJIAN

(1) Segala sesuatu yang belum diatur dalam Perjanjian Kefa Sama ini
atau terjadi perubahan atas Perjanjian Keda Sama ini baik
pengurangan atau penambahan beserta perubahan-perubahan yang



dipaadang perlu oleh PARA PIHAK, maka atas dasar kesepakatan PARA

PIHAK akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam Adendum
Perjanjian.

(2) Adendum Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam ayat (l) Pasal ini
mengikat PARA PIHAK apabila dibuat secara tertulis, disetujui, dan
ditandatangani oleh PARA PIHAK dimana Adendum Pe{anjian tersebut
merupa.kan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Pe{anjian
Kerja Sama ini.

Pasal 31
KETENTUAN TIDAK DAPAT DILAKSANAKAN

(1) Apabila terdapat perubahan Peraturan Perundang-undangan atau
putusan pengadilan yang telah berkekuatgn hukum tetap yang
menyebabkan satu atau lebih ketentuan dalam Perjanjian ini menjadi
tidak sah atau tidak dapa.t ditraksanakan, maka ketentuan lainnya
tetap berlaku dan mengikat PARA PIIIAK.

(21 PARA PIHAK sepakat untuk mengganti ketentuan tersebut dengan
ketentuan baru yang sah dan dapat dilaksalakan, yang al<an
dituangkan dalam Adendum Pedanjian.

Pasal 32
SANKSI

Dalam hal salah satu PIHAK melangar ketentuan dari Perjanjian Kerja
Sama ini telah mendapatkan surat teguran dari salah satu PIHAK terkait
sebanyak 3 (trga) kali berturut-turut dengan jarak waktu antara surat
teguran minimal 7 (tujuh) hari kerja, maka PIHAK yang memberikan surat
teguran tersebut atau menmjukan tuntutan berupa permintaan
pemenuhan prestasi dan ganti kerugian atau mengakhiri Perjanjian Kerja
Sama ini secara sepihak dengan memberikan pemberitahuan tertulis
kepa.da PIHAK yang melanggar ketentuan tersebut.

Pasal 33
KOMITMEN ANTI PENYI,]APAN, ANTI KORUPSI, ANTI PENCUCTAN UANG

DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME

(1) Masing-masing PIHAK termasuk pejabat, direksi, dewan komisaris,
kar5zawan, perwakilan, maupun pihak-pihak Lain yang bertindak untuk
dan/atau atas nama r.,asing-masing PIHAK dengan ini menyatakan
dan menjamin bahwa tidak akan baik secara langsung maupun tidak
langsung memberikan atau menawarkan suatu pembayaran, hadiah,
janji, atau keuntungan lainnya, baik berupa uang, barang, manfaat



finansial, atau keuntungan lainnya, kepa.da pejabat, agen pemerintah
dan/atau perwakilan dari PIHAK l,ainnya dalam Perjanjian Kerja Sama
ini, atau pihak lain fiurna pun, dengan suatu cara yang bertentangan
dengan hukum yang berlaku.

(2\ Masing-masing PIHAK berkomitmen untuk mencegah tindak
penyuapan dalam bentuk apapun sehubungan dengan transaksi,
aktivitas, atau hubungan yang relevan, serta mendukung penerapan
Sistem Manajemen Anti Penyuapan yang berlaku pada masing-masing
PIHAK.

(3) PARA PIHAK berkomituen untuk mematuhi seluruh Peraturar
Perundang-undangan yang berlaku terkait tindak pidana gratifikasi,
suap, korupsi, tindak pidana pencucian uang dan pendanaan
terorisme, darr tindak pidana lainnya yang relevan beserta perubahal
dan/atau penambahannya dari waktu ke waktu.

(4) Ketentuan ini tidak dimaksudkan untuk menimbulkan kewajiban yang
melebihi apa yang secara wajar dapat dipenuhi oleh PARA PIHAK
sesuai dengan kapasitas, tanggung jawab, dan peran masing-masing
dalam pelaksanaan Pe4'anjian, serta tidak mengurangi hak suatu
PIHAK untuk mengambil langkah-langkah yang wajar untuk
melindungi kepentingan hukum dan reputasinya sehubungan dengan
kerja sama dan/ atau pelalsanaan Perjarrjian Kerja Sama ini.

(5) Apabila suatu PIHAK mengetahui, memiliki dugaan atau indikasi,
dan/atau menerima laporan adanya suatu tindakan yang bertentangan
dengan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal ini sehubungan
dengan transaksi, aktivitas, atau hubungan yang relevan, maka PIHAK
tersebut berhak meLakukan pemeriksaan/audit kepa.da PIHAK terlapor.

(6) Jika hasil pemeriksaan membuktikan bahwa salah satu PIHAK telah
melakukan pelanggaran atas kewajiban-kewajiban sebagaimana diatur
di dalam Pasal ini, mal<a tindakan tersebut merupakan suatu
pelanggaran yang material terhadap Pe{anjian Kerja Sama ini dan oleh
karenanya PIHAK yang tidak melakukan pelanggaran berhak untuk
mengakhiri, menghentikan, atau menunda Pe{anjian Kerja Sama ini
dengan segera tanpa kewajiban membayar ganti rugi atau kompensasi
dalam bentuk apa pun, dan dengan tanpa. mengurangi hak-hak atau
pemulihan lain yang dimitki oleh PIHAK tersebut berdasarkan
Perjanjian Ke{a Sama atau hukum yang berlaku.

(7) Apabila salah satu PIHAK menemukan indikasi pelanggaran ketentuan
dalam Pasal ini yang melibatkan pihak internal dari salah satu PIHAK,
maka PIHAK y.rng menemukan indikasi tersebut wajib melaporkan
kep.da PIHAK lain dalam Perjanjian Kerja Sama ini dan PIHAK
penerima laporan wajib memberikan perlindungan keamanan dan
kerahasiaan kepada PITIAK yang menemukan indikasi tersebut sesuai
dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.



Pasal 34
KETENTUAN LAIN

(1) PARA PIHAK dalam Perjanjian Kerja Sama ini tidak boleh mengalihkan
perjanjian secara keseluruhan atau sebagian kepada pihak lain di luar
perjanjian tanpa persetqjuan tertulis sebelumnya dari pihak lainnya
dalam Perjanjian Kerja Sama ini.

{21 Pelaksanaan Pe{anjian Kerja Sama ini tidak terpengaruh dengan
terjadinya pergantian kepemimpinan dari PARA PIHAK.

(3) Hat-hat yang tidak atau belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini
akan diatur lebih lanjut secara tertuts oleh PARA PIHAK sebagai
aturan tambahan (adendum) yang merupakan bagian yang mengikat
dan tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 35
PENUTUP

Dalam melaksanakan Perjanjian Kefia Sama ini PARA PIHAK wajib untuk
mentaati ketentuan perundang-undangan atau peraturan-peraturan yang
dikeluarkan oleh instansi yang berwenang yang berkaitan dengan
Pe{anjian Kerja Sama ini.

Demikian Peda4jian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari,
tanggal dan tempat tersebut diatas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai
cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA, PIHAK KESATU,



Pasal 34
KETENTUAN LAIN

(1) PARA PIHAK dalam Perjanjian Kerja Sama ini tidak boleh mengalihkan
perjanjian secara keseluruhan atau sebagian kepada pihak lain di luar
perjanjian tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari pihak lainnya
dalam Perjanjian Kerja Sama ini.

(21 Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini tidak terpengaruh dengan
terjadinya pergantian kepemimpinan dari PARA PIHAK.

(3) Hal-hal yang tidak atau belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini
akan diatur lebih lanjut secara tertulis oleh PARA PIHAK sebagai
aturan tambahan (adendum) yang merupalan bagian yang mengikat
dan tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 35
PENUTUP

Dalam melaksanakan Perjanjian Keda Sama ini PARA PIHAK wajib untuk
mentaati ketentuan perundang-undangan atau peraturan-peraturan yang
dikeluarkan oleh instansi yang berwenang yang berkaitan dengan
Perjanjian Kerja Sama ini.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari,
tanggal dan tempat tersebut diatas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai
cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.
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